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BUPATI PADANG PARIAMAN 

PROVINSI SUMATERA BARAT 

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN 

NOMOR 13 TAHUN 2017 

T E N T A N G 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 72 
TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN 

DANA DESA SETIAP NAGARI TAHUN ANGGARAN 2017 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PADANG PARIAMAN, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah 
diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara, telah ditetapkan 
Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 72 Tahun 

2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan 
Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 

2017; 

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara 

Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan 
dan Evaluasi Dana Desa, maka ketentuan 
Pengalokasian Dana Desa pada Peraturan Bupati 

Padang Pariaman Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata 
Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa 

setiap Nagari Tahun Anggaran 2017 tidak sesuai dan 
perlu dilakukan penyesuaian; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Padang Pariaman Nomor 72 Tahun 2016 
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian 

Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Padang 
Pariaman Tahun Anggaran 2017; 

Mengingat…. 

SALINAN 
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Mengingat : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 25); 

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3898); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4187); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya  Daerah 

Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3164); 

 

 

8.Peraturan Pemerintah... 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5717); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)  
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang 
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5864); 

10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 253); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Tahun 2017; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, 

Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi 
Dana Desa; 

16. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 

02 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok 
Pemerintahan Nagari; 

 



Page | 4 

 

17.Peraturan Daerah..... 

 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman 

Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman 

Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan 
Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman 
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (empat 
puluh tiga) Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang 

Pariaman; 

20. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 72 Tahun 

2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan 
Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun 2017. 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 72 
TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN 

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP NAGARI 
TAHUN ANGGARAN 2017 

 
Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 72 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana 

Desa Setiap Nagari di Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2017, 
diubah sebagai berikut: 

 
1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 7 
 

Penetapan Rincian Dana Desa untuk Setiap Nagari di Kabupaten 
Padang Pariaman Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam 

lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
 

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 11 
 

(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: 

a. Tahap I paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran 

berjalan; dan 

b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat 
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minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan. 

 
 

3. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

 
Pasal 12 

 
(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal : 

b. Terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Nagari Tahun 

Anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); 
dan/atau; 

 
 

4. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

 
Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Padang Pariaman. 

 

 

 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 

 
 
 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR  13  TAHUN 2017 

Diundangkan di Parit Malintang 
pada tanggal 10 April 2017      

 
SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN PADANG PARIAMAN, 
 

 
 

dto 

JONPRIADI 

Ditetapkan di Parit Malintang 
pada tanggal 10 April  2017 

 
BUPATI PADANG PARIAMAN, 

 
 

dto 
 
 

ALI MUKHNI 
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